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MUSDALIFAH SUPRIADY, NIM: B111 12 053, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) (Studi kasus 
Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU) di bawah bimbingan Slamet 
Sampurno selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing 
II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, 
untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana Materiil 
yang terjadi pada kasus Illegal Logging pada perkara 
No.84/Pid.B/2014/PN.MU dan yang kedua, untuk  mengetahui 
bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Illegal 
Logging pada perkara No.84/Pid.B/2014/PN.MU. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi 
Barat dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam 
skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Mamuju. Hasil penelitian 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang 
digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder. Termasuk data yang diambil secara langsung dari 
Pengadilan Negeri Mamuju, selain itu wawancara dengan salah 
satu hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu 
penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan 
mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan 
sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang 
kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
hukum pidana Materiil dalam putusan hakim pada perkara 
No.84/Pid.B/2014/PN.MU telah sesuai dengan perundang-
undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan 
pengrusakan hutan hakim telah memberikan pertimbangan-
pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan.1 Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan 
hutan hak, Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada 
pada tanah yang dibebani hak atas tanah.2 Setiap ekspedisi ilmiah yang 
dilakukan di hutan Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies 
yang baru. Sejak awal1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah 
memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai 
sumber terbesar perolehan devisa non-migas, pelopor perkembangan 
industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. 
Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu 
dijaga kelestariannya. 
Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi 
pemanfataan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Dimana tingginya 
laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya 
                                                          
1 Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) 
2Ibid, angka 4 UUK 
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kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang 
kita ketahui dengan istilah Illegal Logging. 
Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang 
sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan 
pembangunan.Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta 
bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan 
tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. 
Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan 
tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa 
gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau.  
Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan 
dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan 
yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat 
berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan 
hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan 
dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya pembukaan hutan untuk 
kegiatan penanaman cokelat (kakao) yang luasnya lebih kurang satu 
hektar. Padahal dengan adanya pemanfaatan hutan perlu dengan izin dari 
pejabat yang berwenang.3 
Hutan pada umumnya memiliki peran yang amat penting dalam 
menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran 
kepemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik 
                                                          
3 Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT. Sinar Grafika, 
Jakarta Timur, hlm 125-126 
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pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu 
pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai 
penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai 
hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan 
dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 
Menurut Tony Wiryanto bahwa Illegal logging secara simplikatif 
sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses 
penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi 
sumber daya hutan. Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi 
hampir diseluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, 
praktik illegal logging tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi 
namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sisi 
lain, di era global pada saat ini dengan berbagai perangkat 
modernisasinya telah memberikan aksebilitas yang relatif mudah 
dijangkau. Selain itu, terdapat pula sebagian perusahaan HPK/IPK/HPH 
yang melakukan pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha 
kayu yang dapat dikategorikan mendukung lajunya kerusakan 
hutan.Praktik penebangan liar telah mengancam kelestarian hidup umat 
manusia di dunia.4 
Bertitik tolak dari modus atau tata cara munculnya illegal logging  di 
atas, memberikan gambaran bahwa, modus timbulnya illegal logging  
pada saat ini telah mengalami suatu pergeseran makna, karena kosa kata 
                                                          
4Ibid, hlm 305 
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illegal logging  pada prinsipnya tertuju pada masalah pembalakan semata, 
padahal illegal logging  juga terjadi pada semua segmen pengelolaan 
hutan atau kayu yang tidak sesuai izin yang termuat pada dokumen yang 
telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, baik Dinas Kehutanan Provinsi 
maupun Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, illegal logging  
berdasarkan bentuk produksi dibedakan menjadi 3, yaitu (1) produksi kayu 
pendek, (2) produksi kayu persegi dan (3) produksi kayu pendek atau 
panjang dari HPH/IPK/HPH.5 
Mencermati terjadinya praktik illegal logging di Indonesia 
merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir 
sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan 
cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah dan melibatkan para petugas penegak 
hukum.Pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan 
karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar 
karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan 
mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat, apalagi jika telah 
dilakukan berulang kali. 
Laju kerusakan hutan dewasa ini tercatat sebesar 2,83 juta hektar 
per tahun dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp. 8,3 miliar per 
hari. Pendek kata praktik illegal logging  kini telah menjadi sebuah fakta 
yang mau tidak mau harus segera diatasi bersama. Ia menjadi bagian 
                                                          
5Ibid, hlm 306 
5 
 
inheren dari kendala untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara 
lestari.Bahkan, di tengah pencanangan revitalisasi kehutanan, malpraktik 
illegal logging  bisa menjelma menjadi sebuah kendala bagi optimalisasi 
pencapaian target revitalisasi kehutanan yang telah menjadi komitmen 
pemerintah.6 
Upaya pemberantasan praktik illegal logging dan penyelundupan 
kayu di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang mulia, oleh karena itu 
semua pihak wajib ikut serta dalam melakukan upaya pemberantasan 
illegal logging  dan penyelundupan ini, merupakan suatu aktifitas yang 
menyengsarakan anak cucu di kemudian hari. Pemberantasan praktik 
illegal logging  telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak secara lintas 
sektoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik illegal 
logging  harus menjadi sebuah prioritas sesuai dengan sistem hukum 
yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif 
dalam upaya pemberantasan praktik illegal logging  demikelangsungan 
fungsi hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 
Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan 
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menujukkan betapa 
meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Penebangan liar adalah 
penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia yang mencapai tingkat 
kecepatan 1.6 - 2.0 juta per tahun.Tak hanya kerusakan ekosistem hutan 
yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging ini juga 
                                                          
6Ibid, hlm 310 
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menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, kerugian negara 
akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp.169,7 triliun. Nilai 
sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara 
dari sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti. 
Oleh sebab itu lahirlah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi hal tersebut, yang 
terwujud dalam peraturan perundang-undangan. 
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No. 5 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-
Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang 
Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya instruksi Presiden No. 4 Tahun 
2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di 
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Dengan lahirnya berbagai regulasi di atas tetap saja tidak 
menyurutkan para pelaku kejahatan perambahan hutan secara ilegal 
untuk merambah hutan di Indonesia, salah satunya adalah di wilayah 
Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berpotensi kritis sehingga 
membutuhkan penanggulangan segera. Kerusakan lahan di Sulbar 
sebelumnya dipicu keberadaan HPH sejak zaman orde baru yang 
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melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan lingkungan kemudian 
dipicu penjarahan hutan tanpa izin atau illegal logging  di kawasan hutan 
lindung yang merusak hutan. 
Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang 
izin HPH, perambahan hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan penegakan 
hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, 
agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus 
diperlakukan sama di hadapan hukum. Kejahatan penebangan kayu 
secarailegalatau biasa disebut illegal logging  banyak terjadi di daerah 
atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan luas, salah satu 
contohnya adalah di Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. 
Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis 
terdorong untuk mengangkat masalah penebangan kayu secara ilegal 
dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis terhadap 











B. Rumusan Masalah  
Untuk tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka 
penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Penerapan Hukum pidana Materiil dalam Perkara 
Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) Putusan No. 
84/Pid.B/2014/PN.MU? 
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan terhadap Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) dalam 
Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan di adakannya penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara 
Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) Putusan No. 
84/Pid.B/2014/PN.MU. 
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Kehutanan 








D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk 
Skripsi ini, antara lain sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
kalangan akademisi dan masyarakat luas dalam hal pentingnya 
perlindungan sumber daya alam dari praktik illegal logging yang 
tidak bertanggung jawab. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu 
pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya 
dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. 
3. Untuk melatih diri penulis sendiri agar mempunyai kemampuan 
untuk menyusun suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan 
teori-teori yang didapat selama mengikuti pendidikan di bangku 
kuliah. 
4. Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada 
pemerintah setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan 












A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah 
yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “strafbaarfeit” yang 
diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam 
bahasa lain disebut “delictium” atau “delicta”. 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-
undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, 
dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut 
melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun 
sanksi yang bersifat administrasi.7 
 Istilah strafbaarfeit mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau 
tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu 
perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum 
kepentingan orang lain. Dimana perbuatan yang dilarang dan diancam 
hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak 
ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami 
                                                          
7 Salim, 2002, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua), PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 147 
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selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum 
pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari 
pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan 
Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut 
pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana 
Belanda dan Indonesia hingga saat ini. 
 Simons, mengemukakan bahwa strafbaarfeit itu adalah "kelakuan 
yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan 
dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab."8 
 Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa strafbaarfeit itu 
adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang- undang, bersifat 
melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan."9 
 Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur 
kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan 
merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang 
kesalahan. Sementara itu Schaffmeister, menyatakan bahwa perbuatan 
pidana adalah "perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup 
rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela."10 
 Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, 
namun dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. 
                                                          
8Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm.27 
9Ibid, hlm. 7 
10Ibid, hlm. 7 
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Begitu berpengaruhnya pandangan ahli hukum Belanda tersebut sehingga 
umumnya diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi 
sekarang. Komariah E. Sapardjaja mengemukakan bahwa tindak pidana 
adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, 
melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”11 
 Untuk istilah "tindak pidana" memang lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat 
diperdebatkan juga ketetapannya. Kata "tindak" menunjuk pada hal 
kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan 
manusia yang positif atau negatif. Moeljatno menggunakan istilah 
perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pendapat tersebut 
menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila di dalamnya 
terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan 
dikenakansanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut.12 
 Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana 
apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan 
tersebut akan dikenakan sanksi dan berlaku pada siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut. 
                                                          
11Ibid, hlm. 27 
12 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 71 
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 Sedangkan J.E. Jonkers yang memilih istilah peristiwa pidana 
sebagai perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahanyang dilakukan oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan.13 
 Selanjutnya menurut Pompe bahwa peristiwa pidana dapat dilihat 
dari dua sudut pandang yaitu :14 
1) Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah 
atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan 
pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum. 
2) Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang 
menyebabkan dijatuhkannya pidana. 
Selain istilah tindak pidana dan peristiwa pidana, ada pula istilah 
lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. 
Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu delicta atau delictum. 
Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan alasannya yang lebih cenderung 
menggunakan istilah delik, karena:15 
1) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 
2) Lebih singkat, efisien dan netral;  
3) Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan 
badan hukum. 
 
                                                          
13Ibid, hlm. 75 
14E Uthrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya, hlm. 252 
15 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.231 
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Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana 
merupakan suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan 
hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang 
yang disertai dengan ancaman sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana 
tersebut. 
2. Unsur – unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan 
pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang 
kedua dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 
ada. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :  
a) Unsur-unsur formil  
1) Perbuatan manusia,  
2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,  
3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu 
4) Larangan itu dilanggar oleh seseorang.  
b) Unsur-unsur materiil  
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus 
benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
tak patut dilakukan. 
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Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan 
KUHPidana Nasional yaitu:16 
a) Unsur-unsur formil  
1) Perbuatan sesuatu  
2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan  
3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan  
4) Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang  
5) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan 
diancam dengan pidana.  
b) Unsur-unsur materiil  
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, 
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan 
itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak 
bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, 
maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 
Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu 
dibedakan dalam dua macam, yaitu : 
a) Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku 
tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif itu adalah 
"unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di 
                                                          
16Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.10 
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dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan." 
Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi:17 
1) Perbuatan atau kelakuan manusia  
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya 
membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif 
misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia 
mengatahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan 
tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang 
menghadapi maut.  
2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik  
Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan 
secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, 
dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut 
benar- benar menghilangkan nyawa seseorang. 
3) Unsur melawan hukum  
Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh 
peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat 
melawan hukum msekipun unsur ini tidak dinyatakan dengan 
tegas dalam perumusannya. 
 
 
                                                          
17Ibid, hal. 12 
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4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana  
Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat 
tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan 
subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana 
pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana 
tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal 
subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413 
sampai dengan 437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut 
harus dilakukan oleh pegawai negeri. 
5) Unsur yang memberatkan pidana  
Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang 
dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatanya 
tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya 
diperberat.Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 
KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun 
(ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka 
beratancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 
sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian 
ancaman pidananya diperberat lagi paling lama dua belas tahun. 
6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana  
Hal ini misalnya, membujuk atau membantu orang lain untuk 
bunuh diri di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang 
itu jadi bunuh diri. 
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b) Unsur Subjektif 
Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif 
sebagai berikut:18 
“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.” 
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP 
5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang 
                                                          
18 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 193 
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dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). 
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
a. Menurut sistem KUHP19 
 Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan 
pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari 
pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di 
dominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan 
hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan 
pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. 
Secara kuantitatif pembuatan undang-undang membedakan delik 
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu 
dituntut. 
                                                          
19 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 28-34 
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2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak 
pidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan20 
Delik formal dan delik materil, delik formal/delik dengan perumusan 
formal yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contoh 
penghasutan, menyuap/penyuapan aktif, pemalsuan surat, pencurian. 
Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah 
timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Contoh 
pembunuhan, penganiayaan delik komisi dan delik omisi, delik komisi 
adalah delik yang berupa pelanggarana terhadap larangan didalam 
undang-undang. Dapat berupa delik formal maupun delik materil. Delik 
omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan/perintah 
didalam atau oleh undang-undang. 
Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, delik berdiri sendiri adalah 
delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya 
pembunuhan dan pencurian. Delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas 
beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara 
perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga dapat dianggap 
sebagai perbuatan lanjutan. Contoh pembantu rumah tangga yang 




mencuri uang majikan Rp.100.00,00 dan uang itu diambil setiap hari 
sebanyak Rp.10.000,00 sehingga habis dalam jangka waktu 10 hari. 
Delik rampung dan delik berlanjut, delik rampung disebut juga delik 
sekilas adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan 
tertentu yang selesai dalam waktu tertentu yang singkat. Seperti 
pembunuhan dan pencurian. Delik berlanjut adalah delik yang terdir atas 
satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang 
dilarang oleh undang-undang. Misalnya menyembunyikan orang yang 
melakukan kejahatan, menyimpan barang-barang yang dapat dipakai 
untuk memalsukan materai dam merek, menyimpan barang-barang atau 
tulisan terlarang, dengan sengaja menahan seseorang atau melanjutkan 
penahanan itu pasal 333 KUHP. 
Delik tunggal dan delik bersusun, delik tunggal adalah delik yang 
hanya satu perbuatan sudah cukup untuk dikenai tindakan 
pidana.Misalnya penadahan (pasal 480 KUHP). Delik bersusun adalah 
delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dapat dikenai tindakan 
pidana. Misalnya kebiasaan menadah. 
Delik sederhana, delik pemberatan dan delik berprevilese, delik 
sederhana adalah delik dasar atau delik pokok misalnya pembunuhan. 
Delik pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai 
unsur-unsur yang sama dengan delik dasar/pokok, tetapi ditambah unsur-
unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada delik 
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pokok contoh delik pembunuhan dengan berencana, pembunuhan atas 
permintaan sikorban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati. 
Delik kesengajaan dan delik kealfaan, delik kesengajaan adalah 
delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealfaan adalah delik yang 
dilakukan karena kesalahannya atau kealfaannya. Delik politik adalah 
delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara.Delik 
khusus dan delik umum, delik khusus adalah delik yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum 
adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkannya kepada pelaku.21 Seorang ahli hukum memberikan 
pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H 
dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
                                                          
21 Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut.22 
Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf c diatas menunjuk 
pada pengertian hukum pidana formal atau lazim disebut hukum acara 
pidana.Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur oleh 
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Namun, 
adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan 
formal yang lazim disebut hukum pidana khusus atau yang menyebut 
perundang-undangan pidana khusus, misalnya berikut ini : 
a. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995, Lembaran Negara 1955 Nomor 
27 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi 
b. Undang-Undang Nomor 11/PnPs/1963, Lembaran Negara 1963 
Nomor 23, Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi 
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.23 
                                                          
22 Moeljatno, 1977, Asas-Asas Hukum Pidana (Diktat), Yogyakarta, hlm 7 
23 Bambang Waluyo, Loc.cit hlm 7 
24 
 
Selain tiga undang-undang tersebut, penting dikemukakan 
pendapat seorang pakar hukum yang memperluas pengertian perundang-
undangan pidana khusus yaitu perundang-undangan pidana khusus 
(diluar KUHP) yang dibagi menjadi berikut ini : 
a. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, subversi, 
korupsi, imigrasi, dan lain-lain. 
b. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana 
(seperti yang dimaksud scholten dengan pidana pemerintahan) 
misalnya undang-undang tenaga kerja, atom, arsip, koperasi, 
agraria, narkotika, dan tera.24 
Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat 
dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun 
kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas 
kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun 
perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. 
Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian 
sebagaimana kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga 
mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam 
hal ini mencakup perasaan atau keadaan fisik. 
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari isitilah bahasa 
Belanda strafrecht straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut 
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Wirjono Prodjodikoro istilah hukum pidana itu dipengaruhi sejak 
pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa 
Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk 
pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.25 
Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum, diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa hukum 
pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada 
perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang 
berupa pidana.26 
Hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti 
objektif atau strafrecht in objective zin dan hukum pidana dalam arti 
subjektif atau strafrecht in subjective zin. Hukum pidana dalam arti objektif 
adalah hukum pidana yang berlaku atau yang disebut sebagai hukum 
positif atau ius poenale. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu 
keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas 
pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum 
lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 
berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di 
mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta 
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan 
dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. 
 
                                                          
25 Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm 1 
26 Sofyan Sastrawidjaya, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm 9 
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Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu : 
a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, 
yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang 
telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. 
b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturannya dengan hukum. 
Hukum pidana dalam arti subjektif didalam pengertian seperti yang 
disebut di atas juga disebut sebagai ius puniendi. 
2. Jenis – Jenis Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHP. Menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara 
pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 69 KUHP, 
untuk pidana pokok berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis 
didasarkan pada urut-urutannya dalam, rumusan Pasal 10 tersebut. 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut 
a. Pidana Pokok meliputi: 
1) Pidana Mati  
Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun 
berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah 
pidana yang terberat.Oleh karena pidana ini berupa penyerangan 
terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini 
hanya berada di tangan Tuhan.Oleh karena itu sejak dulu sampai 
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sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari 
kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah 
apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi 
untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan 
atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan 
pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang 
mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga 
kekeliruan atas kesalahan terpidana.27 
2) Pidana Penjara  
Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang 
kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana 
kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam 
suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dan terpidana tersebut 
tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, 
menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang 
berlaku. 
Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan 
adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana 
penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut: 
a) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan 
pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya 
                                                          




diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada 
tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan 
banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, 
pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. 
Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana 
pelanggaran. 
b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 
tahun) lebih tinggi daripada ancaman pidana umum pidana 
kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak 
boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP, 
sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang 
dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya 
perbarengan Pasal 65 KUHP dan pengulangannya dapat 
dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang 
karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 
tahun. 
c) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan 
(berdasarkan Pasal 69 KUHP).  
d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan 
pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana 
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denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut 
kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP).  
e) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-
pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di 
tempat (Lembaga Pemasyarakatan) terpidana berdiam ketika 
putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah). Apabila 
terpidana tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia 
berada ( Pasal 21 KUHP).  
f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara 
lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada 
narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).  
g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekadar 
menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut 
aturan yang ditetapkan (Pasal 23 KUHP).28 
3) Pidana Kurungan 
Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan 
pidana penjara, yaitu sebagai berikut:  
a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.  
b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan 
minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. 
Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena 
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alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi 
maksimum 20 tahun dan. Pidana kurungan 1 tahun yang 
dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum 
umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. 
Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap 
rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak 
sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari 
pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang 
bersangkutan.  
c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara 
diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan (bekerja) tertentu 
walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada 
narapidana penjara.  
d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat 
menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, 
yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).  
e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila 
terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim 
(setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, 
yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan 
cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan.  
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Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, 
terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan 
sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada 
hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht 
van gewijsde zaak).29 
4) Pidana Denda  
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 
(Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan 
maupun berdiri sendiri.Begitu juga terhadap jenis kejahatan-
kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering 
diancam sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi 
kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan 
pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun 
berdiri sendiri. 
Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika 
dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana 
pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut: 
a) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup 
kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang 
dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti 
ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana 
denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan 
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sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku 
sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas 
perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.  
b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani 
pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 
(2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, 
dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai 
alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak 
dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan 
pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas 
memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini 
minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan.  
c) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum 
umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang 
menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP dalah tiga rupiah tujuh 
puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya 
ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain 
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b. Pidana Tambahan meliputi: 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki 
seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (burgelijk 
daad) tidak diperkenankan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Undang-undang hanya memberikan kepada negara 
wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak 
tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut tersebut adalah : 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI;  
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,pengampu atau 
pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;  
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri;  
f) Hak menjalankan mata pencaharian.  
Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk 
selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila 
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yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau 
pidana mati.31 
2) Pidana Perampasan barang-barang tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang. Undang-Undang tidak 
mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:  
a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan 
(bukan dari pelanggaran) atau yang disebut dengan corpora 
delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, 
surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; 
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan 
yang disebut instrumentalia delictie, misalnya pisau yang 
digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, 
anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain 
sebagainya.32 
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-
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Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 
405.  
Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu 
Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum.Tetapi 
pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah 
seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan 
hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana. 
Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas 
menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal 
tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang 
ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio 
maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. 
Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini 
adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang 
tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan 
orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada 
masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan 
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur 
sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).33 
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Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan 
perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang 
perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan 
pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai 
dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-
Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti tercantum dalam Pasal 
362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 162 KUHP tentang Penghasutan. 
Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang 
perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan 
pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan seperti dalam 
Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang 
Penipuan.34 
3. Teori – Teori Pemidanaan 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 
Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergeldieng atau vergeltung). Teori 
ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut  
seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.35 
Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu 
perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut 
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hukum dan keadilan, hukuman mati  terhadap penjahat yang 
melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.36 
Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk 
pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan 
menderitakan penjahat akibat perbuatannya. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum 
dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh 
karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping 
tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan 
ketertiban masyarakat. 
Mengenai cara mencapai tujuan ituada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan 
prevensi umum. prevensi khusus adalah bahwa pencengah 
kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi 
tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. 
Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan 
agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan 
berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa 
pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota 
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.37 
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c. Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
Disamping teori absolut dan teori relative tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur 
pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga 
mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat 
yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena 
terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.38 
C. Hutan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 
forrest(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, 
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti 
pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest(hutan) adalah suatu 
daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan.39 
Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah 
pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, 
kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan 
lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-
tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas 
dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”40 
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Pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 
1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persetuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 
Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:41 
a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan 
b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna. 
c. Unsur lingkungan.  
d. Unsur penetapan pemerintah. 
 
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan 
disini, menganut konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan 
(tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu 
kesatuan yang utuh. 
Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti 
yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah 
tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting 
Penetapan Pemerintah tersebut yaitu: 
1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 
menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan. 
2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk 
mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan 
hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi 
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hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjagakelestarian 
dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.42 
2. Jenis-Jenis Hutan43 
Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
Pasal 5 – 9, ditentukan empat jenis hutan yaitu:  
a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999), 
yaitu suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status 
(kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang 
melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap 
hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam 
yaitu: 
1) Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan 
negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan 
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa 
adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan 
negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan 
masyarakat. 
2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah. 
                                                          
42Ibid, hlm. 35 
43Pasal 5 – 9 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan 7 uu No. 41 
Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. 
Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu: 
1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 
Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan 
suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.  
2) Hutan Lindungadalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga  kehidupan 
untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
3) Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU no. 41 Tahun 1999), 
yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan 
religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan. 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan 
air (Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap kota ditetapkan 
kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan 
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yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, resapan 
air. 
3. Status dan Fungsi Hutan 
a. Status Hutan 
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan pada Pasal 5 yaitu hutan berdasarkan statusnya terdiri 
dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan 
adat.Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan 
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam 
perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada 
Pemerintah.44 
b. Fungsi Hutan 
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan tiga mempunyai 
fungsi yaitu hutan koservasi, hutan lindung dan hutan produksi. 
Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Pada 
Pasal 7 hutan koservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, 
kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Pada Pasal 8 
pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan 
khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus 
                                                          
44Anonim, 2009, Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, Permata Press, hlm. 6 
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diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan 
budaya.Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah 
fungsi pokok kawasan hutan. Pada Pasal 9 diuraikan bahwa untuk 
kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, 
disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. 
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan pengaturan Pemerintah.45 
4. Pengelolaan Hutan 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananm Pasal 21 
menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a) tata hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan 
kawasan hutan,c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan 
hutan dan konservasi alam.46 
5. Pemanfaatan Hutan 
Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 
berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 
huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi 
kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap 
menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat 
                                                          
45Ibid, hlm. 6 




dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam 
serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.47 
Pasal 25, Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan 
kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26, (1) Pemanfaatan 
hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan 
hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan 
kawasana, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan 
hasil hutan bukan kayu.48 
Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan 
fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber 








                                                          
47Ibid, hlm. 119 
48Ibid, hlm. 120 
49Ibid, hlm. 121 
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D. Illegal Logging 
1. Pengertian Illegal Logging 
Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata paling 
populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektonik 
maupun Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan 
pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (illegal). 
Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik illegal logging ini 
negara sangat dirugikan. Menurut sukardi kalau ditelusuri secara cermat 
pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan, 
khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan 
secara jelas mengenai pengertian tersebut.50 
Sementara itu menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara 
harfiah dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti 
menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang 
bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Penebangan kayu illegal (Illegal logging) dan Peredaran 
Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional 
Tanjung Putting, istilah Illegal logging diidentikkan dengan istilah 
penebangan kayu illegal (tidak sah), istilah Illegal logging disinonimkan 
dengan penebangan kayu illegal.51 
                                                          
50Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT. Sinar Grafika, 
Jakarta Timur, hlm. 298 
51Ibid, hlm. 298-299 
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Pengertian illegal logging menurut Rahmawati Hidayati dkk 
mengatakan bahwa,  Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa 
berasal dari dua suku kata, yaitu Illegal yang berarti praktik tidak sah dan 
Logging yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan 
demikian Illegal Loggingdapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu 
yang tidak sah.52 
Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan 
dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang 
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak 
hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah 
perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek 
ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak 
melaui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging 
mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada 
perusakan lingkungan.53 
Menurut Zain bahwa istilah kerusakan hutan yang dimuat dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku 
ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat 
dualisme yaitu perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh 
persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampat negatif 
(merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan 
                                                          
52Ibid, hlm. 299 
53Nurdjana (dkk), 2005, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm. 15 
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bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan 
pemerintah dalam bentuk perizinan.54 
Singkatnya perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan 
oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan 
ancaman yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan 
ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga 
perbuatan illegal logging menyimpang dari norma-norma yang mendasari 
kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang 
diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh 
masyarakat yang berada disekitaran hutan saja namun dirasakan secara 
nasional, regional maupun internasional. 
2. Ketentuan Pidana terhadap Illegal Logging 
Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas 
disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa:55 
“Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang 
menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik 
dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup 
tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 
berkelanjutan”. 
 
                                                          
54Ibid, hlm. 15 
 
55Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Pasal 1   
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Didalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan mengatur mengenai tindak pidana Illegal Loggingserta 
sanksinya pada Pasal : 
Pasal 50 
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana 
perlindungan hutan. 
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 
dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 
(3) Setiap orang dilarang : 
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau 
menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 
b. Merambah kawasan hutan. 
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
dengan radius atau jarak sampai dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau. 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri 
kana sungai di daerah rawa. 
3. 100 (seratus) meter dari kanan kiri tepi sungai. 
4. 50 (lima puluh) meter dari kana kiri tepi anak sungai. 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi 
dan pasang terendah dari tepi pantai. 
d. Membakar hutan. 
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 
hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang. 
f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 
g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau 
eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam 
kawasan hutan, tanpa izin Menteri. 
h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
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i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang 
tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut 
oleh pejabat berwenang. 
j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, 
tanpai izin pejabat yang berwenang. 
k. Membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 
l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan 
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan 
keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 
kawasan hutan. 
m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-
Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang. 
 
Adapun sanksi yang terdapat pada pasal tersebut yaitu : 
Pasal 78 
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalap Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 
ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah). 
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf c, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah). 
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf e, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam 
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dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah). 
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
(8) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), 
ayat (10), ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah 
pelanggaran. 
(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama 
badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya 
dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman 
pidana masing-masing ditambah. 
(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan 
atau alat-alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana 




Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya 
dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat 
dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : 
1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP). 
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP) 
3. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP) 
4. Penggelapan (pasal 372 sampai dengan Pasal 377KUHP) 
5. Penadahan (Pasal 480 KUHP) 
 
Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai 
berikut: 
1. Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari 
tujuan dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan 
ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 
berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik 
dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan 
atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 
2. Perumusan Tindak Pidana Illegal logging dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 
78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada 
pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan 
bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama 
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badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya 
dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana 
masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang 
dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan 
korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek 
Tindak Pidana illegal logging dan dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau 
badan usaha, maka menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (14) 
pertanggung jawaban pidana penuntutan dan sanksi pidananya 
dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana 
masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Masalah kualifikasi Tindak Pidana, Undang-undang Kehutanan ini 
menyebutkan atau menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan 
”kejahatan” dan ”pelanggaran”. Kejahatan yaitu Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), 
Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dan ayat (12). 
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5. Masalah Perumusan sanksi Pidana,UU No. 41 tahun 1999 
merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan 
kepada pelaku yaitu: 
1) Sanksi Pidana 
Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : 
pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa 
perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan 
kejahatan.  
Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan 
hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan 
ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah 
dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar 
pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk 
membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat 
yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan 
kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan. 
2) Sanksi Administratif 
Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang 




Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, 
pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. 
Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, 
dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda.Hal ini 
dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif 
kumulatif. 
Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku 
yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup 
besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan 
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. 
Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif 
dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila 
denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti.Ini berarti 
berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum 
pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi 
maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan 
(recidive/concursus). 
Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang 
besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling 




Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang 
dilakukan oleh korporasi meskipun Pasal 78 ayat (14) menyatakan 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama 
badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi 
pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti 
terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut 
dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung 
pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada 
perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan 
untuk korporasi. 
Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak 
mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia 
pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi. 
E. Perbarengan (Concursus Delicten) 
Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang 
berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi 
hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (sameloop van strafbare 
feiten). Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindal pidana oleh 
satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum 
dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak 
pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pengertian 
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perbarengan ini membedakannya dengan pengertian pengulangan. Dalam 
pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah 
diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalani baik 
sebagian atau seluruhnya.56 
Sehubung dengan hal tersebut Utrecht mengatakan tentang tiga 
kemungkinan yang terjadi.Pertama, dikatakan terjadi perbarengan, dalam 
hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah 
ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara 
kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu 
akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada pelaku akan 
dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya, tidak ada pemberatan pidana 
dalam konteks ini. Yang terjadi justru peringanan pidana karena dari 
beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi 
suatu jumlah total pidana yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana 
saja tanpa memperhitungkan pidana dari masing-masing tindak pidana. 
Kedua, apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan 
memidana pelaku dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka 
di sini terjadi pengulangan, sehingga pemberatan pidana diberlakukan 
dalam kasus ini. Ketiga, dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama 
kali telah dijatuhkan pidana pada pelakunya, namun putusan itu belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka disini tidak terjadi perbarengan 
atau pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-
                                                          
56Aruan Sakidjo dkk, 1990, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia 
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sendiri sesuai dengan pidana maksimum dari masing-masing pasal yang 
dilanggar.57 
Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu 
perbarengan aturan (concursus idealis), perbarengan 
perbuatan(concursus realis), dan perbuatan berlanjut (vorgezette 
handelings).Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk 
mempermudah penjatuhan dan perhitungan sanksi pidana atas beberapa 
tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. 
a. perbarengan peraturan (concursus idealis) 
  Perbarengan Perbuatan atau yang dalam bahasa Belanda 
diistilahkan dengan eendaadse samenloop yang tercantum dalam pasal 
63 KUHP yang berbunyi : 
(1) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu 
aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu 
diantara Aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang 
dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 
berat.  
(2) Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang 
khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 
Concursus Idealis terjadi apabila seorang melakukan satu tindak 
pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi 
rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan). 
Contohnya : perkosaan dimuka umum, selain melanggar pasal 285 
sekaligus juga pelanggaran pasal 281 tentang kesusilaan. 
                                                          




b. Perbuatan Berlanjut (vorgezette handelings). 
Disebut perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang yang dalam 
kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi 
antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-masing 
berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat 
pelaku tindak pidana.  
Dalam KUHP perbarengan yang berbentuk perbuatan berlanjut 
diatur dalam pasal 64 yang berbunyi : 
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya 
diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang 
diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 
berat.  
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika 
orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau 
perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang 
dipalsu atau dirusak itu  
(3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-
kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 
ayat I, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang 
ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh 
lima rupiah, maka dikenakan aturan pidana tersebut dalam 
pasal 362, 372, 378, atau 406. 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 64 diatas, perbuatan berlanjut 
terjadi apabila tindakan masing-masing yang dilakukan merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan yang sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Ciri-ciri pokok 




1) Rentetan perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu 
kehendak atau niat jahat; 
2) Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau sama 
kualifikasi deliknya; 
3) Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan 
perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama; 
c. Perbarengan Perbuatan 
Perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan 
dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum 
dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan 
kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada 
hubungannya satu sama lain dan masing- masing perbuatan itu 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Concursus realis diatur 
dalam pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam 
memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh 
seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya 
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oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan 
memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:  
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. 
 Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa :58 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan.Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitative menerapkan pendiriannya. 
 
Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam 
penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:59 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
c. Cara melakukan tindak pidana;  
d. Sikap batin pembuat tindak pidana.  
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;  
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.  
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
dan; 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.  
                                                          
58 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 
Hlm 193-194 




Menjadi hakim merupakan pekerjaan yang cukup berat karena 
menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan ataukah 
hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka 
akan berakibat fatal. Oleh karena itu dari itu seorang hakim adalah 























A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi 
Barat yaitu Pengadilan Negeri Mamuju sebagai instansi yang berwenang 
penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti. Adapun alasan 
penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih 
mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan penelitian ini terbagi atas dua yaitu : 
1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber 
dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan 
kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, 
peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi 







C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
dengan  pihak-pihak  yang berkompeten dan obyek penelitian, 
serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan 
penelitian ini, seperti hakim. 
2. Studi dokumen 
Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara 
membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah- 
majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan 
lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi 
lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 
dibahas. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 







A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Illegal Logging (Penebangan  
Liar) 
1. Peran Polisi hutan dalam Illegal Logging (Penebangan Liar) 
Sebelum penulis membahas lebih luas terkait dengan kasus yang 
akan dibahas, penulis akan membahas lebih jauh tentang Illegal Logging. 
Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi 
kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya 
menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan 
yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus 
di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. 
Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi 
kehutanan adalah: 
“Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat 
dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, 
menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha 
perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang 
diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan 
dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya.”60 
                                                          





Polisi hutan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, 
melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta 
melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta 
pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha 
perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan 
wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. 
Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan 
dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang 
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak 
hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah 
perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek 
ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.61 
Peran polisi hutan dalam memerangi illegal logging adalah mereka 
menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana 
yang berbuhungan dengan Illegal Logging. Namun kurangnya 
pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para 
pelanggar dengan leluasa mengekploitasi hasil hutan dengan semena-
mena khususnya yang dilakukan oleh para pemodal dengan bantuan dari 
aparat penegak hukum yang lain. Dalam hal ini kesadaran akan 
pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil 
hanya untuk sejumlah uang mentalitas mereka menjadi taruhannya yakni 
                                                          
61Nurdjana (dkk), 2005, Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm. 15 
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tidak berani menindak hanya karena telah dibayar/disogok uang oleh para 
pemodal. Selain itu kurangnya keberanian dari para penegak hukum itu 
sendiri dalam menindak para pelaku tindak pidana kehutanan dengan 
alasan bahwa tidak ada aturan yang memayunginya yang sebenarnya 
para aparat penegak hukum harus nya mempunyai tindakan diskresi 
(kewenangan yang memang harus dilakukan karena tidak aturan yang 
mengaturnya) dimana selama ini hanya dipraktikkan oleh hakim dalam 
memutus perkara tertentu.Perlunya tindakan diskresi merupakan awal 
pembangunan mentalitas dari para aparat penegak hukum dalam 
menindak pelaku tindak pidana kehutanan. Sehingga kesadaran dan 
keteguhan iman akan tertap terjaga pada setiap diri aparat penegak 
hukum. 
2. Peran Masyarakat dan kebutuhan Regulasi dalam Penanganan 
Illegal Logging (Penebangan Liar). 
Konsep penanggulangan penebangan liar sebaiknya berorientasi 
kepada masyarakat itu sendiri. Sebab ujung tombak dari kegiatan ilegal 
tersebut sebenarnya ada pada masyarakat, baik individu maupun atas 
nama perusahaan, dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Rendahnya 
pemahaman mengenai lingkungan untuk masa depan generasi 
berikutnya, menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa 
melakukan perusakan hutan. Selain itu, tentu saja perlu adanya 
ketegasan hukum dan keberanian aparat terkait untuk menindak korporat, 
67 
 
pejabat dan oknum aparat itu sendiri yang melakukan atau mendukung 
penebangan liar. 
Dalam konteks penanggulangan penebangan liar, setidaknya ada 
lima hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pentingnya menumbuhkan 
kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan 
pembalakan liar. Kerusakan hutan sering kali dihubungkan dengan 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan 
konservasi, sementara masyarakat yang dituduh sama sekali kurang 
paham dan tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Oleh karena itu, 
peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penyelamatan 
lingkungan merupakan langkah awal untuk mengatasi pembalakan liar. 
Kedua, perlunya pembangunan sumber perekonomian baru bagi 
masyarakat sekitar hutan. Sebab pembalakan liar seringkali dilakukan 
karena masyarakat tidak memiliki alternative lain untuk memenuhi 
kebutuhan ekonominya. Rendahnya daya beli akibat tingginya harga 
kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan 
tindakan pembalakan liar.Sebab nilai ekonomis kayu dinilai lebih tinggi 
dari sektor agraris yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap tidak 
menjanjikan.Ketidakberdayaan sektor agraris ini selain disebabkan karena 
rendahanya harga jual hasil pertanian, juga sulitnya akses pasar bagi 
masyarakat di pedalaman. 
Ketiga, perlunya pembangunan akses transportasi untuk 
mempermudah pengawasan dan pemberantasan praktik pembalakan liar. 
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Sebab salah satu faktor penyebab sulitnya mengungkap kasus tersebut 
karena sulitnya transportasi menuju lokasi yang berpotensi mengalami 
pembalakan liar. 
Keempat, perlunya membangun kesepahaman dalam menindak 
kasus pembalakan liar antara Departemen Kehutanan sebagai pihak yang 
mengeluarkan izin pengelolaan kehutanan dengan Kepolisian dan 
Kejaksaan. Hal ini penting sebab banyak kasus pembalakan liar yang 
proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan karena berbenturan dengan 
regulasi Kehutanan.  
Kelima, perlunya transparansi dan keberanian dalam menindak 
pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun yang 
mendukung kegiatan pembalakan liar. Sebab sudah menjadi rahasia 
umum banyak oknum pejabat dan aparat baik di daerah maupun di pusat 
yang terlibat dalam kejahatan sumber daya alam tersebut.62 
Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian 
kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan 
tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang secara langsung 
mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan 
khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. 
Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak 
buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar 
memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan 
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hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia 
harus dijaga demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak bertanggung 
jawab.  
Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan 
mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia kini semakin memprihatinkan. 
Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa 
kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang 
sudah berubah kearah modernisasi dengan kedok pembangunan 
masyarakat industri (industrialisasi). Kepekaan dan rasa cinta akan 
pelestarian yang dari dulu sering dipraktekan oleh para leluhur mereka 
dari waktu ke waktu semakin memudar karena kemajuan zaman yang 
tidak mementingkan akan lestarinya suatu kawasan hutan dan hanya 
memusatkan pada idealis demi mencapai kesejahteraan mayarakat sesuai 
Pancasila. Namun dengan adanya sebagian kecil pihak (masyarakat) 
yang sadar akan pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara 
dari akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut. 
Pembenahan moral masyarakat pembentukan kebijakan pemerintah yang 
pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila moral dan 
kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat maka mereka pasti akan 
kembali seperti kehidupan yang lalu dimana alamlah yang memberikan 
kehidupan.63 
                                                          
63 Soerjono Soekanto, 1989, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 
Pers, Jakarta  
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B. Penerapan Hukum Pidana Meteriil dalam Perkara Tindak 
Pidana Illegal Logging  
1. Posisi Kasus 
- Benar pada tanggal 14 September 2013 telah ditemukan kayu 
Eboni di gudang Industri UD. Family sebanyak 680 batang yang 
terdiri dari 393 batang hasil lelang pada Kejaksaan Negeri 
Mamuju yang dilengkapi dokumen dan 287 batang tidak punya 
dokumen, dan pada tanggal 24 Oktober 2013 telah ditemukan 
juga kayu Eboni sebanyak 58 yang terbungkus rotan di atas 
kapal KLM Ilham Putra 02 di Pelabuhan Belang-belang, 
Bakengkeng yang tidak punya dokumen. 
- Bahwa benar Terdakwa adalah direktur UD. Family yang 
bergerak dibidang industri kayu dan rotan. 
- Bahwa benar Terdakwa adalah direktur UD. Family pada 
awalnya mendapat informasi dari lelaki H. Ardin kalau ada kayu 
Eboni yang akan dilelang di Kejaksaan Negeri Mamuju dan 
menawarkan kepada terdakwa untuk ikut lelang. 
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 
250.000.000,- kepada H. Ardin yakni uang untuk ikut lelang 
kayu Ebony, dimana uang tersebut oleh H. Ardin diserahkan 
kepada lelaki Ence Kolong yang selanjutnya digunakan oleh 
Ence Kolong untuk ikut lelang dengan alsan Ence Kolong yang 
bisa ikut lelang dengan persyaratan lelang. 
- Bahwa benar melalui saksi H. Ardin terdakwa mendapat 
informasi kalau proses lelang sudah selesai dan kayu hasil 
lelang akan diangkut ke gudang Industri UD. Family. 
- Bahwa benar kayu-kayu hasil lelangan tersebut diangkut oleh 
anggota terdakwa yang diawasi oleh anggota Polisi dan Staf 
Kejaksaan, sementara terdakwa hanya melihat dari kejahuan 
tanpa secara langsung melakukan perhitungan. 
- Bahwa benar kayu-kayu Eboni hasil sitaan yang ada di 
Kejaksaan maupun yang ada di Polres Mamuju, pada saat 
dilakukan pelelangan dan setelah dilakukan pelelangan tidak 
dipisahkan dan tidak diberi tanda yang mana kayu yang sudah 
dilelang dengan kayu yang tidak ikut dilelang, dan begitupun 
pada saat diangkut ke gudang industri UD. Family kayu-kayu 






Adapun alat bukti yang diajukan untuk penuntut umum 
dalam Persidangan kasus ini, sebagai berikut : 
I. Keterangan Saksi-Saksi 
1. H. Ardin, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan 
terdakwa akan tetapi pernah bekerjasama dalam hal proses 
lelang kayu hitam pada Kejaksaan Negeri Mamuju. 
- Bahwa benar telah diadakan lelang pada Kejaksaan Negeri 
Mamuju. 
- Bahwa benar saksi memfasilitasi Lk. Kolong (almarhum) 
untuk mengikuti lelang yang yang mana Lk. Kolong yang 
menang dalam pelelangan kayu yang diadakan di Kejaksaan 
Negeri Mamuju akan tetapi uang yang digunakan untuk 
memenangkan lelang adalah uang dari terdakwa. 
- Bahwa benar kayu yang dilelang sebanyak 393 batang kayu 
Eboni. 
- Bahwa benar saksi menyaksikan pengangkutan yang 
dilakukan oleh anggota terdakwa dirumah kepala Kejaksaan 
Negeri Mamuju dan Polres Mamuju. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kayu Eboni 
yang ditemukan di gudang milik terdakwa. 
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi perantara atau 
penghubung dengan Kasat Reskrim dan pak saul dalam jual 
beli kayu Eboni. 
- Bahwa saksi hanya mengatahui bahwa terdakwa adalah 
pemilik kayu hitam yang telah dilelang dan kalaupun ada 
kelebihan kayu hitam yang ditemukan saksi tidak tahu. 
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut di atas 
adalah benar. 
2. Saksi Ahmad Fadli, Di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai 
saksi sehubungan dengan penemuan kayu hitam/eboni milik 
terdakwa. 
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari sabtu tanggal 14 
September 2013 ditemukan kayu eboni di gudang Industri 
UD. Family milik terdakwa di Beru-beru kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju. 
- Bahwa benar penemuan kayu eboni digudang milik terdakwa 
saksi mengetahui langsung karena pada saat itu saksi ke 
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TKP di gudang Industri UD. Family bersama dengan anggota 
lainnya dari Polres Mamuju. 
- Bahwa kayu ebony yang ditemukan di UD. Family pada saat 
itu sebanyak 680 batang. 
- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan pengecekan terhadap 
kayu eboni yang berada di gudang ternyata ada sebagian 
yang memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH) dan sebagian tidak memiliki dokumen. 
- Bahwa benar saksi juga pernah melihat anggota terdakwa 
yang mengambil kayu eboni yang telah dilelang oleh 
Kejaksaan Negeri Mamuju yang sebagian ada dititip di 
Polres Mamuju sebanyak 120 batang kayu eboni. 
- Bahwa benar hanya satu kali pengangkutan yang diambil 
oleh terdakwa. 
3. Saksi Saul Paliling, Di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai 
saksi sehubungan dengan penemuan kayu hitam/eboni milik 
terdakwa. 
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari sabtu tanggal 14 
September 2013 ditemukan kayu eboni di gudang Industri 
UD. Family milik terdakwa di Beru-beru kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju. 
- Bahwa benar penemuan kayu eboni digudang milik terdakwa 
saksi mengetahui langsung karena pada saat itu saksi ke 
TKP di gudang Industri UD. Family bersama dengan anggota 
lainnya dari Polres Mamuju. 
- Bahwa kayu eboni yang ditemukan di UD. Family pada saat 
itu sebanyak 680 batang. 
- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan pengecekan terhadap 
kayu eboni yang berada di gudang ternyata ada sebagian 
yang memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan(SKSHH) dan sebagian tidak memiliki dokumen. 
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah 
benar. 
4. Keterangan Saksi Ahli Suhardi, Di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa ahli menjadi PNS pada tahun 1999 dan langsung 
ditempatkan dicabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju 
sebagai Polisi Kehutanan dan sekarang ahli menjabat selaku 
kepala seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan. 
- Bahwa ahli menerangkan pada tanggal 14 September 2013 
telah ditemukan kayu eboni digudang UD. Family milik 
terdakwa yang terletak di Dusun Tarawe Desa Beru-beru 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan pada tanggal 
24 Oktober 2013 telah ditemukan kayu Eboni di KLM Ilham 
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Putra 02 di Pelabuhan Bakengkeng Desa Belang-belang 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 
- Bahwa benar ahli dengan adanya laporan masyarakat pada 
tanggal 14 September 2013 pada saat ditemukan ahli berda 
digudang milik terdakwa UD. Family yang mana yang 
bertanggung jawab atas penggunaan gudang tersebut 
adalah terdakwa selaku pemilik gudang yang pada saat itu 
ditemukan 287 batang kayu eboni yang tidak memiliki Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
- Bahwa selanjutnya ahli mendapatkan juga informasi pada 
tanggal 24 Oktober 2013 telah ditemukan kayu eboni di KLM 
Ilham Putra 02 di Pelabuhan Bakengkeng Desa Belang-
belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebanyak 56 
batang yang terbungkus. 
- Bahwa benar ahli yang dimaksud dengan memiliki adalah 
hasil hutan menjadi miliknya, menguasai adalah hasil hutan 
berada dalam penguasaannya dan mengangkut adalah 
membawa hasil hutan dengan menggunakan alat berupa 
mobil, kapal atau perahu sedangkan yang dimaksud dengan 
hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan 
turunannya serta jasa yang berasal dari hutan antara lain 
kayu, rotan damar dan lain-lain. 
- Bahwa benar yang dimaksud dengan apabila memiliki, 
menguasai hasil hutan harus bersama-sama dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah apabila setiap 
memiliki, menguasai kayu hasil hutan harus dalam waktu 
dan tempat yang sama harus bersama-sama dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan. 
- Bahwa benar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah 
dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil 
hutan pada sekmen kegiatan dalam penata usahaan hasil 
hutan dan yang termaksud dokumen-dokumen sahnya hasil 
hutan antara lain : Surat Keterangan Sahnya Hasil Kayu 
Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), 
SKSKB Cap KR, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), 
SKAU, dan Nota/Faktur Perusahaan. 
- Bahwa benar ahli menjelaskan kayu hutan termasuk hasil 
hutan dan ia menjelaskan kalau izin penebangan, 
pemungutan dan atau pengolahan kayu hutan di wilayah 
Kabupaten Mamuju telah dicabut pada tanggal 10 Juni 2004 
dengan pencabutan Surat Bupati Mamuju No. 
52221/792/VI/2004, Disbunhut tanggal 10 Juni 2004 perihal 
Pemanfaatan kayu hitan telah dicabut. 
- Bahwa benar ahli menjelaskan kalau ia mendatangi TKP di 
Gudang Industri UD. Family dimana tempat ditemukannya 
kayu hitam sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) 
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batang yang mana kayu hitam sebanyak 393 (tiga ratus 
Sembilan puluh tiga) batang adalah kayu hitam hasil lelang 
yang dimenakangkan Lk. KOLONG sedangkan kayu hitam 
sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang adalah 
kayu hitam yang tidak diketahui asal perolehannya dan tidak 
dilengkapi dokumen. 
- Bahwa benar ahli dengan ditemukannya kayu hitam 
sebanyak 287 (dua ratu delapan puluh tujuh) batang yang 
bukna hasil lelang/yang tidak diketahui asal perolehannya 
dan tidak dilengkapi dokumen di dalam gudang industri UD. 
Family milik terdakwa H. SOMPA yang bertanggung jawab 
atas penguasaan gudang tersebut, maka terdakwa H. 
SOMPA sudah dapat dikatakan sebagai orang yang 
menguasai kayu hitam sebanyak 287 (dua ratus delapan 
puluh tujuh) batang tersebut. 
- Bahwa benar ahli menjelaskan kalau perbuatan terdakwa H. 
SOMPA tersebut adalah perbuatan yang melanggar 
Undang-Undang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf (h) Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
- Bahwa benar ahli menjelaskan kalau atas perbuatan 
terdakwa H. SOMPA tersebut telah merugikan negara 
sebesar Rp. 37.191.600,- (tiga puluh juta seratus Sembilan 
puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan $495,888 (empat 
ratus Sembilan puluh lima delapan ratus delapan puluh 
delapan US Dolar). 
II. Surat 
Bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat sebagai berikut : 
- Berkas Perkara an Terdakwa (H. SOMPA Bin SALIHU) No. 
Pol.BP/47/IV2014 Reskrim yang membuat tindakan 
penyelidikan yang disertai Berita Acara oleh Penyidik 
merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 187 huruf a KUHAP. 
- Keterangan para saksi-saksi yakni Burhanuddin alias Ambo 
Lamu, saksi Kolong, saksi Marhabi alias ambo lamu, saksi 
Arif Bin Mangga, saksi Muh. Syarif Puluengi, S.Kom, saksi 
Udin masia alias Udin, saksi Syarifuddin bin bangsa, saksi 
Hamzah bin Abd. Hamid, Syarifuddin alias lassa bin H. 
Pagaji yang telah diperiksa dalam berkas perkara, yang 
diberikan oleh para saksi dibawah sumpah dihadapan 
penyidik pada tahap penyidikan, atas izin majelis hakim dan 
persetujuan terdakwa telah dibacakan di persidangan dan 
dibenarkan oleh terdakwa yang diucapkan di sidang 
(videPasal 162 ayat (2) KUHAP), dalam hal ini keterangan 
tersebut bernilai sebagai alat bukti. 
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- Surat-surat sebagaimana tersebut pada pokoknya 
bersesuaian dengan salah satu uraian perbuatan/dakwaan 
yang didakwakan oleh penuntut umum. 
 
III. Petunjuk 
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan 
terdakwa diperoleh fakta perbuatan, kejadian atau keadaan 
yang bersesuaian antara satu dengan lain maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri sehingga diketahui telah terjadi 
tindak pidana “dengan sengaja, mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan berupa 343 batang kayu 
hitam/eboni yang tidak dilengkapi secara bersama Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana 
tersebut diatas masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran yang ada hubungannya sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan 
oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2013 
sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat digudang 
UD. Family milik terdakwa di Dusun Tarawe Desa Beru-beru 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan pada tanggal 
23 Oktober 2013 pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat 
dipelabuhan Bakengkeng Kecamatan Kalukku Labupaten 
Mamuju, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 188 KUHAP. 
 
IV. Keterangan Terdakwa 
 H. SOMPA Bin SALIHU, pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Terdakwa menjelaskan kalau ia bekerja sebagai Direktur 
Industri UD. FAMILY yang ia dirikan pada tahun 1989 namun 
industri tersebut sempat pasif dan kembali beraktifitas pada 
bulan Juli 2013. 
- Terdakwa menjelaskan kalau kayu hitam yang ditemukan di 
gudang industri UD. FAMILY adalah kayu hitam milik Lk. 
KOLONG yang diperoleh dari hasil pemenangan lelang dari 
Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan surat Risalah Lelang 
Nomor: 058/2013, surat Risalah Lelang Nomor: 059/2013 
dan surat Risalah Lelang Nomor: 060/2013, tanggal 11 Juli 
2013 dengan jumlah kayu hitam sebanyak 393 (tiga ratus 
Sembilan puluh tiga) batang. 
- Terdakwa menjelaskan kalau kayu hitam hasil lelang 
tersebut sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) 
batang berada di gudang industri UD. FAMILY miliknya, 
karena uang yang digunakan oleh Lk. KOLONG dalam 
tender lelang adalah uang miliknya yang ia serahkan melalui 
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Lk. Ardin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan ia menjelaskan kalau ia memberikan 
kepercayaan kepada Lk. KOLONG sebagai atas nama 
lelang tersbut, karena menurut Lk. Ardin akan memudahkan 
proses lelang karena Lk. KOLONG sudah sering 
memenangkan proses lelang. 
- Terdakwa menjelaskan kalau yang bertanggung jawab atas 
kayu hitam yang ditemukan di gudang industri UD. FAMILY 
adalah Lk. KOLONG dan ia menjelaskan kalau kayu hitam 
tersebut di simpan di dalam gudang industri UD. FAMILY 
atas izin dan persetujuan terdakwa. 
- Terdakwa menjelaskan kalau kayu hitam yang ada di 
gudang industri UD. FAMILY yang ditemukan oleh petugas 
saat itu lebih karena sebagian kayu hitam tersebut adalah 
landasan/alas rotan yang ada di dalam di gudang sekitar 20 
(dua puluh) tahun yang lalu dan sebagian lebihnya yang 
berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang 
berasal dari Polres Mamuju, yang akan ia beli dari Lk. Saul 
(Kanit Tipiter) dan Lk. Amirullah suaeb (Kasat Reskrim). 
- Terdakwa menjelaskan kalau hasil lelang sebanyak 393 (tiga 
ratus Sembilan puluh tiga) batang diangkut ke gudang 
industri UD. FAMILY di Beru-beru Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju pada tanggal 19 Juli 2013 dan ia 
menjelaskan kalau kelebihan kayu hitam sebanyak 287 (dua 
ratus delapan puluh tujuh) batang tidak dilengkapi Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
- Terdakwa menjelaskan kalau surat pernyataan yang 
diperlihatkan kepadanya tentang tanggung jawab 
pengawasan dan pengontrolan kayu hitam di dalam gudang 
industri miliknya, benar kalau surat tersebut ia yang 
menandatangani. 
- Terdakwa menjelaskan kalau pada hari kamis tanggal 24 
Oktober 2013 telah terjadi pemuatan rotan miliknya di 
Pelabuhan Bakengkeng, Belang-belang Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju dan pada saat itu ia berada di industri 
UD. FAMILY di Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju, namun ia sudah lupa nama kapal yang memuat 
rotan miliknya pada saat itu.  
- Terdakwa menjelaskan kalau pemilik 2 (dua) unit mobil yang 
ditemukan pada saat memuat rotan yang didalam ikatan 
rotan tersebut terdapat kayu hitam adalah mobil miliknya 
sedangkan pemilik 1 (satu) unit kapal ia tidak mengenal, 
karena nanti pada saat di Pelabuhan Bakengkeng, Belang-
belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju baru ia 
melihat kapal tersebut beretemu dengan Nahkoda/Juragan 
kapal 2 (dua) hari sebelum pemuatan, namun ia tidak kenal 
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nama Nahkoda/Juragan kapal tersebut, diamana pada saat 
itu ia sedang mencari kapal untuk memuat rotan miliknya 
menuju Surabaya sehingga dalam pembicaraan dengan 
Nahkoda/Juragan saat itu disepakati sewa denga harga Rp. 
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Ton, sehingga tanggal 
22 Oktober 2013 dimulai pemuatan. 
- Terdakwa menjelaskan kalau jumlah rotan yang ia akan 
muat ke Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) Ton dan ia 
menjelaskan kalau rotan yang diamankan diatas kapal pada 
saat itu dan rotan yang ada di atas 2 (dua) unit mobil adalah 
rotan miliknya yang diangkut dari industri UD. FAMILY ke 
Pelabuhan Bakengkeng, Belang-belang Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju yang ditemukan oleh petugas. 
- Terdakwa tidak pernah melihat langsung proses pemuatan 
rotan naik ke atas kapal saat itu di Pelabuhan Bakengkeng, 
Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 
karena ia berada di industri UD. FAMILY mengawasi 
anggotanya dan ia tidak mengetahui kalau diatas kapal ada 
kayu yang terbungkus rotan, terbungkus plastik warna putih 
dan kayu hitam yang tidak terbungkus. 
- Terdakwa menjelaskan kalau ia yang mencari buruh untuk 
mengangkat rotan industri keatas mobil dan ke atas kapal 
dan ia yang membayar upah buruh yang mengikat rotan 
sebelum dinaikkan diatas mobil yakni buruh lepas yang di 
upah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per ikat namun ia tidak 
mengenal nama buruh tersebut karena yang mencari buruh 
pengikat adalah Lk. LASSA (karyawan UD. FAMILY). 
- Terdakwa menjelaskan kalau ia tidak mengetahui bahwa 
dalam ikatan rotan terdapat kayu hitam dan ia menjelaskan 
kalau ia selaku Direktur pada industri UD. FAMILY yang 
bertanggung jawab dari mulai proses pengolahan rotan dari 
industri UD. FAMILY sampai kepada pengiriman. 
- Terdakwa menjelaskan kalau proses pemuatan rotan 
tersebut awalnya yakni rotan tersebut dinaikkan keatas mobil 
truk miliknya kemudian rotan tersebut diangkut ke Pelabuhan 
Bakengkeng, Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju untuk selanjutnya di naikkan keatas kapal yang siap 
untuk membawa ke Surabaya. 
- Terdakwa menjelaskan kalau kapal motor KLM. ILHAM 
PUTRA 02 yang diperlihatkan kepadanya yang berisi rotan 
dan kayu hitam benar kalau kapal tersebut yang ditemukan 
oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju 
pada tanggal 24 Oktober 2013 di Pelabuhan Bakengkeng, 





V. Barang Bukti 
 Dalam perkara ini, barang bukti yang diajukan berupa : 
- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) kapal motor KLM Ilham Putra 02 warna biru yang 
terbuat dari kayu. 
- 56 (lima puluh enam) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 9547 N 
DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau merah. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 2932 L 
Nissan Diesel dengan kalasari warna kuning. 
- 522 (lima ratus dua puluh dua) ikat rotan. 
 
3. Surat Dakwaan 
Berdasarkan posisi kasus diatas, maka jaksa penuntut 
umum membuat surat dakwaan dalam tahap penuntutan sesuai 
dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penyidik. Adapun 
surat dakwaan adalah sebagai berikut : 
Bahwa ia Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU, pada hari 
sabtu, tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 
2013 bertempat digudang UD. Family milik Terdakwa di Dusun 
Tarawe, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju 
dan pada tanggal 23 Oktober 2013 jam 11.00 wita setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di 
Pelabuhan Bakengkeng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 
atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja, 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa 343 
batang kayu hitam/eboni yang tidak dilengkapi secara bersama 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan mana 
tersebut diatas masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran yang ada hubungannya sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain : 
 
- Berawal ketika Terdakwa memenangkan lelang yang 
dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju pada bula Agustus 
2013 dimana pada pelaksanaan lelang tersebut Terdakwa 
menggunakan jasa saksi Ance Kolong untuk mengikuti proses 
lelang yakni Terdakwa memberikan uang melalui saksi H. Ardin 
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untuk mengurus proses lelang dan membayar semua 
administrasi termasuk harga kayu. 
- Bahwa setelah proses lelang selesai, kayu yang dilelang 
berjumlah 393 picis (sesuai dengan Risalah Lelang), dan kayu 
tersebut diangkut ke gudang Terdakwa UD. Family di dusun 
Tarawe Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju. 
- Bahwa setelah beberapa hari kayu hitam/eboni tersebut berda 
di gudang Terdakwa UD. Family di dusun Tarawe Desa Beru-
beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan pihak Polsek 
Kalukku dan dari hari pemantauan tersebut petugas 
menemukan 3 picis kayu hitam ukuran 40 x 40 cm panjang 3 
meter yang diduga bukan kayu hasil lelang, selanjutnya salah 
satu petugas Polsek Kalukku saksi Muh. Arfan melakukan 
perhitungan ulang terhadap kayu lelang dan diketahui terdapat 
287 picis tambahan selanjutnya dilakukan introgasi terhadap 
saksi Ambo yang saat itu berada digudang UD. Family 
mengatakan kayu hitam tersebut milik tedakwa dan saksi Muh. 
Arfan juga menanyakan kelengkapan surat-surat terhadap kayu 
hitam tersebut akan tetapi saksi Ambo mengatakan tidak ada 
dan tidak mengetahui karena saksi Ambo Lamu hanya bekerja 
sebagai sopir Terdakwa yang mengangkut kayu hitam ke 
gudang milik Terdakwa. 
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 08.00 
wita petugas Kehutanan saksi Basrun mendapat informasi dari 
masyarakat tentang adanya kapal yang memuat rotan dan kayu 
hitam di Pelabuhan Belang-belang sehingga pada saat itu saksi 
Basrun bersama Lk. Suhardi langsung datang ke Pelabuhan 
Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk 
mengecek kebenaran laporan tersebut. 
- Bahwa sesampainya saksi Basrun bersama Lk. Suhardi di 
Pelabuhan Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju, saksi Basrun melihat kapal KLM ILHAM PUTRA 02 
dan langsung memeriksa muatan kapal KLM ILHAM PUTRA 02 
dengan cara membuka rotan yang sudah diikat satu per satu 
dan ternyata didalam beberapa ikatan rotan tersebut terdapat 
kayu hitam dengan jumlah sebanyak 56 picis dan setelah 
menemukan kayu hitam tersebut petugas kehutanan melakukan 
introgasi kepada saksi Udin ABK KLM ILHAM PUTRA 02 
mengatakan bahwa kayu hitam dan rotan tersebut milik 
Terdakwa selanjutnya ditanyakan kelengkapan surat-surat 
tersebut dan ternyata rotan memiliki sirat-surat akan tetapi 56 
picis kayu hitam tidak dilengkapi secara bersama Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 
- Bahwa Terdakwa dengan penguasaannya dan kepemilikannya 
Kayu Eboni yang telah diukur oleh tenaga ukur dari Dinas 
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Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merugikan kerugian 
Negara secara nyata yaitu berupa kerugian Materi sebesar Rp. 
37.191.600,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu 
ribu enam ratus rupiah) sedangkan Kerugian Negara secara 
tidak nyata yaitu kerusakan ekositem dan lain-lainnya. 
 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 83 Ayat 1 huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo 
Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan berkas perkara dan surat-surat, keterangan 
saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di 
Persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis 
Hakim memutuskan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU, telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana 
diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat 1 huruf 
(b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo Pasal 64 Ayat (1) 
KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana 
penjara selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan penjara 
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan 
penjara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) kapal motor KLM Ilham Putra 02 warna biru yang 
terbuat dari kayu. 
- 56 (lima puluh enam) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 9547 N 
DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau merah. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 2932 L 
Nissan Diesel dengan kalasari warna kuning. 
Dirampas untuk Negara. 
- 522 (lima ratus dua puluh dua) ikat rotan. 
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Dikembalikan kepada Terdakwa. 
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan : 
   MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU tersebut diatas 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “mengangkut dan menguasai hasil hutan 
tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) sebagai perbuatan yang berlanjut”. 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa tersebut diatas oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak 
dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan. 
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 9547 N 
DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau merah. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 2932 L 
Nissan Diesel dengan kalasari warna kuning. 
- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) kapal motor KLM Ilham Putra 02 warna biru yang 
terbuat dari kayu. 
- 56 (lima puluh enam) batang kayu eboni. 
Dirampas untuk Negara. 
- 522 (lima ratus dua puluh dua) ikat rotan. 
Dikembalikan kepada Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU. 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 









6. Analisis Penulis 
Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-
rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat 
tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari 
orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai 
hukuman-hukumannya sendiri. Jadi ia yang menentukan tentang bilamana 
seseorang dapat dihukum, siap yang dapat dihukum dan bilamana 
hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil 
mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantara alat-alat 
kekuasaaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan 
hukumannya, dengan demikian ia memuat acara pidana. 
Dalam posisi kasus, pembuktian, surat dakwaan, tuntutan penuntut 
umum, dan amar putusan diatas terdakwa telah secara sah dan terbukti 
telah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan 
tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf (b) UU No. 18 
Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.  
Bahwa Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 
83 Ayat 1 Huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan 
pemberantasan pengrusakan hutan sebagai berikut : 
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e. 
 
Pasal 12 huruf (e) berbunyi : 
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Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. 
 
Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur 
sebagai berikut : 
1. Unsur setiap orang. 
 unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum 
yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara 
jasmani dan rohani. Bahwa H. Sompa dihadapkan ke depan 
persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang 
diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara, serta dari 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka benar 
bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dengan demikian 
unsur ini telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja. 
 Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu adanya kesengajaan 
atau petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil 
dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu “pidana pada umumnya 
hendaknya dijatuhkan hanya pada baarang siapa melakukan 
perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam 
pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: 
“menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, 
seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus 
menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. 
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Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan 
mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan 
dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu 
mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat 
yang akan timbul dari padanya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan 
keterangan saksi Lk. Arif Bin Mangnga, Lk. Muh. Syarif Paluengi, Lk. 
Udin Masia Als Udin, Lk. Syarifuddin bin Bangsa dan Lk. Hamzah bin 
Abd. Hamid yang telah dibacakan didepan persidangan bahwa pemilik 
rotan dan kayu hitam yang terbungkus rotan yang ditemukan diatas 
kapal KLM.Ilham Puta 02 milik terdakwa sebanyak 56 (lima puluh 
enam) batang yang ditemukan oleh petugas diatas kapal kapal KLM. 
Ilham Puta 02 kayu hitam tersebut ada yang terbungkus rotan, ada 
yang terbungkus plastik dan ada yang tidak terbungkus adalah rotan 
milik terdakwa dan Lk. H. Sompa yang menyewa kapal tersebut, dan 
kayu hitam sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang yang 
tidak dilengkapi dokumen (SKSHH) dan kayu hitam hasil lelang 
sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) batang yang ditemukan 
petugas kepolisian didalam gudang Industri UD. Famili pada tanggal 
14 september 2013 adalah milik Lk. H. Sompa dan juga sebagai 
pemilik Industri UD. Famili dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
3. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan. 
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 Yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternativ, sehingga 
dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana. 
Dalam undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud 
mengangkut, menguasai atau memiliki akan tetapi berdasarkan 
pendapat ahli Suhardi. S.Ip., M.Si bahwa yang dimaksud menguasai 
adalah bahwa hasil hutan berada dalam penguasaannya, memiliki 
adalah hasil hutan menjadi miliknya kemudian mengangkut yaitu 
membawa hasil hutan dengan menggunakan alat berupa mobil, perahu 
atau kapal. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah sokumen-
dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap 
segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (vide Pasal 1 
angka 12 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencengahan 
dan pemberantasan perusakan hutan). 
 Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sah 
atau kayu hitam tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa kayu 
tersebut adalah milik terdakwa yang sudah ada dala gudang UD. 
Famili milik terdakwa sejak dulu. Oleh akrena itu telah ditemukan 287 
(dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu hitam dalam gudang UD. 
Famili milik terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa kayu hitam 
tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yang mana sesuai fakta 
yang terungkap terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah atas 
kayu hitam tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah 
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menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu hitam yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan. 
 Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 
bertanggungjawab atas pemuatan kayu rotan dan 56 (lima puluh 
enam) batang kayu hitam dari UD.Famili menuju kapal KLM.Ilham 
Putra 02 tersebut adalah terdakwa. 
 Bahwa izin pengangkutan yang dimiliki oleh terdakwa yaitu izin 
pengangkuatan hasil hutan berupa kayu rotan dan bukan izin 
pengangkutan kayu hitam. Dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa 
telah  mengangkut hasil hutan berupa kayu hitam yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan. 
 Berdasarkan pendapat ahli fakta hukum bahwa berdasarkan 
surat keputusan Bupati Mamuju No. 522.21/792/2004/Disbunhut 
tanggal 10 juni 2004 perihal pemanfaatan kayu hitam (eboni) 
khususnya pada poin ketiga SK Bupati Mamuju tersebut ditegaskan 
bahwa berdasarkan petunjuk Gubenrnur Sulawesi Selatan, maka 
pemanfaatan kayu hitam baik berupa tebangan lama maupun baru di 
Kabupaten Mamuju dinyatakan dicabut dan sejak diterbitkan SK Bupati 
Mamuju No. 522.21/792/2004/Disbunhut tangal 10 juni 2004, maka 
segala kegiatan penebangan, pemungutan dan pengelolaan kayu 
hitam yang ada atau tumbuh di wilayah Kabupaten Mamuju telah 
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dinyatakan dilarang, terlebih lagi menurut ahli bahwa kayu hitam sudah 
termasuk dalam kategori langka dan mempunyai masa pertumbuhan 
yang cukup lama karena waktu yang dibutuhkan sutau pohon kayu 
hitam agar dapat ditebang dan dimanfaatkan adalah kurang lebih 
sekitar 100 tahun dan akibat perbuatan terdakwa terbut negara 
mengalami kerugian secara nyata berupa materil sebanyak Rp. 
37.191.600,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu 
enam ratus rupiah), selain itu terjadi kerusakan ekosistem hutan. 
 Berdasarkan pertimbangan maka perbuatan terdakwa 
dikualifikasikan telah melakukan tindakan mengankut dan menguasai 
hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan (SKSHH) maka unsur ini telah terpenuhi. 
4. Unsur  “beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan 
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang 
diteruskan”. 
 Unsur pasal telah terpenuhi dimana terdakwa telah melakukan 
tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutaan (SKSHH) pada tanggal 14 september 2013 dan pada tangan 24 
oktober 2013. Dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Pasal 
83 Ayat 1 huruf (b) UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan 




 Bahwa oleh Karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar 
biaya perkara. Bahwa perlu dipertimbangakan bahwa tujuan 
pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, 
edukatif dan keadilan. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas sudah memenuhi unsur delik 
dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutaan (SKSHH) sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
dakwaan Pasal 83 Ayat 1 huruf (b) UU No. 18 tahun 2013 tentang 
pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Jo Pasal 64 Ayat 
(1) KUHPidana dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan yang ternyata tidak ditemukan adanya unsur pemaaf 
maupun alasan pembenar, dan mereka terdakwa mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam 
Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 




Namun dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), 
dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh 
terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan.  Barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil truk dengan nomor 
polisi DD 9547 N DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau 
merah.1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 2932 L Nissan 
Diesel dengan kalasari warna kuning.287 (dua ratus delapan puluh 
tujuh) batang kayu eboni. 1 (satu) kapal motor KLM Ilham Putra 02 
warna biru yang terbuat dari kayu.56 (lima puluh enam) batang kayu 
eboni dikembalikan kepada Terdakwa H. Sompa Bin Salihu. Serta 
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
C. Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara 
Tindak Pidana Illegal Logging  
Putusan Hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam 
persidangan yaitu Hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. 
Keyakinan Hakim sebagai dasar dalam putusan Hakim memegang 
peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun 
bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan 
kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas. 




Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan 
No.84/Pid.B/2014/PN.MU sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Burhanuddin alias 
Ambo dan saksi Hamzah bin Abd. Hamid yang dibacakan dipersidangan, 
karena keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan 
dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, 
keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah 
sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat 
bukti yang sah dalam perkara ini. 
Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala 
sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan 
dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan 
putusan perkara ini. 
Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan 
dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencengahan dan 
Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
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1. Unsur setiap orang 
2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan 
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang 
diteruskan. 
Ad.1.  Unsur setiap orang. 
Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah orang 
perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan 
hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau   
berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga unsru setiap 
orang selalu mengacu kepada stiap subjek hukum pemangku hak dan 
kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatan yang dilakukannya. 
Menimbang bahwa diajukannya terdakwa H. Sompa bin Salihu 
dipersidangan dimana terdakwa telah membenarkan serta tidak 
membantah identitasnya sebagimana yang termuat dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis 
hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dituju sebagai 
pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
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dan tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang sebagai pelaku 
tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannnya. 
Menimbang bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis 
Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 
Ad.2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan. 
 Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan 
terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak 
pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam 
penerapan Pasal. 
 Menimbang bahwa dalam undang-undang tidak dijelaskan apa 
yang dimaksud mengangkut, menguasai atau memiliki akan tetapi 
berdasarkan pendapat ahli Suhardi. S.Ip., M.Si bahwa yang dimaksud 
menguasai adalah bahwa hasil hutan berada dalam penguasaannya, 
memiliki adalah hasil hutan menjadi miliknya kemudian mengangkut yaitu 
membawa hasil hutan dengan menggunakan alat berupa mobil, perahu 
atau kapal. 
 Menimbang bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah 
dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada 
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setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (vide Pasal 1 
angka 12 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencengahan dan 
pemberantasan perusakan hutan). 
 Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 12 huruf e Undang-
Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencengahan dan pemberantasan 
perusakan hutan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut. 
Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
besama surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa kemudian didalam 
Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan 
berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang 
berasala dari kawasan hutan. 
 Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Suhardi S, s.Ip.,M.Si 
menjelaskan bahwa untuk setiap segmen/kegiatan penatausahaan hasil 
hutan berupa mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan berupa 
kayu harus secara bersama-sama disertai surat keterangan sahnya hasil 
hutan, hal ini haruslah diartikan bahwa setiap orang yang mengangkut, 
memiliki dan menguasai hasil hutan harus dilengkapi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan Ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti 
surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta 
bahwa pada hari sabtu, tanggal 14 september 2013 didalam gudangn UD. 
Famili milik terdakwa telah ditemukan 680 (enam ratus delapan puluh) 
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batang kayu hitam jenis eboni namun setelah dilakukan penelitian atas 
dokumen kayu hitam tersebut diperoleh fakta bahwa kayu hitam sebanyak 
393 (tiga ratus sembilam puluh tiga) batang memiliki dokumen berupa 3 
(tiga) risalah lelang yaitu risalah lelang No. 058/2013 tertanggal 11 juli 
2013, risalah lelang No. 059/2013 tertanggal 11 juli 2013 dan risalah 
lelang No. 060/2013 tertanggal 11 juli 2013, namun sisa dari jumlah kayu 
sah tersebut terdapat 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu 
hitam jenis eboni yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya 
hasil hutan (SKSHH).  
 Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-
dokumen sah atau kayu hitam tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa 
kayu tersebut adalah milik terdakwa yang sudah ada dala gudang 
UD.Famili milik terdakwa sejak dulu. 
 Menimbang bahwa Oleh karena itu telah ditemukan 287 (dua ratus 
delapan puluh tujuh) batang kayu hitam dalam gudang UD. Famili milik 
terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa kayu hitam tersebut berada 
dalam penguasaan terdakwa yang mana sesuai fakta yang terungkap 
terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah atas kayu hitam tersebut 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai atau 
memiliki hasil hutan berupa kayu hitam yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 
 Menimbang bahwa kemudian pada hari kamis, tanggal 24 oktober 
2013 tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju dan Polres Mamuju 
95 
 
telah menemukan 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam jenis eboni 
didalam Kapal KLM. Ilham Putra 02. 
 Menimbang bahwa 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam jenis 
eboni tersebut ditemukan didalam tumpukan kayu rotan dan di balutkan 
dalam kayu rotan yang mana rotan tersebut akan dikirim ke Surabaya. 
 Menimbang bahwa Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan 
bahwa yang bertanggungjawab atas pemuatan kayu rotan dan 56 (lima 
puluh enam) batang kayu hitam dari UD. Famili menuju kapal KLM. Ilham 
Putra 02 tersebut adalah terdakwa. 
 Menimbang Bahwa izin pengangkutan yang dimiliki oleh terdakwa 
yaitu izin pengangkuatan hasil hutan berupa kayu rotan dan bukan izin 
pengangkutan kayu hitam. 
 Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut dapat Majelis Hakim 
simpulkan bahwa terdakwa telah  mengangkut hasil hutan berupa kayu 
hitam yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan. 
Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli fakta hukum bahwa 
berdasarkan surat keputusan Bupati Mamuju No. 
522.21/792/2004/Disbunhut tanggal 10 juni 2004 perihal pemanfaatan 
kayu hitam (eboni) khususnya pada poin ketiga SK Bupati Mamuju 
tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan petunjuk Gubernur Sulawesi 
Selatan, maka pemanfaatan kayu hitam baik berupa tebangan lama 
maupun baru di Kabupaten Mamuju dinyatakn dicabut dan sejak 
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diterbitkan SK Bupati Mamuju No. 522.21/792/2004/Disbunhut tangal 10 
juni 2004, maka segala kegiatan penebangan, pemungutan dan 
pengelolaan kayu hitam yang ada atau tumbuh di wilayah Kabupaten 
Mamuju telah dinyatakan dilarang, terlebih lagi menurut ahli bahwa kayu 
hitam sudah termasuk dalam kategori langka dan mempunyai masa 
pertumbuhan yang cukup lama karena waktu yang dibutuhkan sutau 
pohon kayu hitam agar dapat ditebang dan dimanfaatkan adalah kurang 
lebih sekitar 100 tahun dan akibat perbuatan terdakwa terbut negara 
mengalami kerugian secara nyata berupa materil sebanyak Rp. 
37.191.600,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu enam 
ratus rupiah), selain itu terjadi kerusakan ekosistem hutan. 
Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan serta pendapat 
Ahli, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa kayu hitam dengan 
jumlah 343 (tiga ratus empat puluh tiga) batang adalah merupakan hasil 
hutan dan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan yang 
berupa mengangkut, memiliki dan menguasai pada waktu dan tempat 
yang sama haruslah disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
(SKSHH). 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka 
perbuatan terdakwa dikualifikasikan telah melakukan tindakan 
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mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama 
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatasMajelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi. 
Ad.3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan 
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang 
diteruskan. 
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan tersebut diatas terbukti pada hari sabtu, tanggal 14 
september 2013 didalam gudang UD. Famili milik terdakwa telah 
ditemukan 680 (enam ratus delapan puluh) batang kayu hitam jenis eboni 
namun setelah dilakukan penelitian atas dokumen kayu hitam tersebut 
diperoleh fakta bahwa kayu hitam sebanyak 393 (tiga ratus sembilam 
puluh tiga) batang memiliki dokumen berupa 3 (tiga) risalah lelang yaitu 
risalah lelang No. 058/2013 tertanggal 11 juli 2013, risalah lelang No. 
059/2013 tertanggal 11 juli 2013 dan risalah lelang No. 060/2013 
tertanggal 11 juli 2013, namun sisa dari jumlah kayu sah tersebut terdapat 
287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu hitam jenis eboni yang 
tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). 
 Menimbang bahwa kemudian pada hari kamis, tanggal 24 oktober 
2013 telah ditemukan 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam jenis eboni 
didalam Kapal KLM Ilham Putra 02. 
 Menimbang bahwa 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam jenis 
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eboni tersebut ditemukan didalam tumpukan kayu rotan dan dibalutkan 
dalam kayu rotan yang mana rotan tersebut akan dikirm ke Surabaya. 
 Menimbang bahwa yang bertanggung jawab atas pemuatan kayu 
rotan dan 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam tersebut adalah 
terdakwa. 
Menimbang bahwa izin pemungutan yang dimiliki oleh terdakwa 
yaitu ijzn pengangkutan hasil berupa kayu rotan dan bukan izin 
pengangkutan kayu hitam. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut makam perbuatan terdakwa dikualifikasikan telah melakukan 
tindakan mengangkut dan mengasai hasil hutan tanpa dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) 
yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan 
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, 
maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun 
masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggran, jika 
hukumannya berlainan, maka  yang digunakan ialah peraturan yang 
terberat hukuman utamanya.  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi. 
Menimbang baaahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur dalam 
dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka tehadap 
dakwaan tersebut haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan dan oleh 
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karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. 
Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa 
harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Majelis Hakim 
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
kiranya sudah adil dan tepat menurut berat ringannya kesalahan 
terdakwa. 
 Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b   
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan juga diisyaratkan 
adanya pidana denda, yang harus secra bersamaan diterapkan dengan 
pidana badan untuk menimbulkan efek jera kepada setiap pelaku tindak 
kejahatan kehutanan, dimana besarnya denda akan disebutkan dalam 
amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak 
dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan 
dosebutkan dalam amar putusan . 
Menimbang bahwa tujuan pemidaan adalah bukanlah semata-mata 
pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, 
tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi 
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masyarakat yang taat hukum di kemudian hari, sehingga diharapkan 
terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama ataupun 
melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 
Menimbang bahwa pemidanaan juga sebagai tindakan preventif, 
sehingga terdajwa ataupun orang lian tidak lagi mengilangi perbuatan 
yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di 
pidana yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan di tengah-
tengah kehidupan masyarakat. 
Menimbang bahwa selama proses persidangan ini ternyata 
terdakwa berada dalam tahan berdasarkan penetapan penahanan yang 
sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan oleh karena itu terdakwa 
diperintahkan tetap ditahan. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, 
maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan 
pidana yang akan dijatuhkan. 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 
dipersidangan dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang bahwa dalam pledoi Penasihat hukum terdakwa 
menyatakan bhawa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit mobil truk 
masing-masing mobil truk NO. Pol DD 9547 N dan mobil truk Nissan 
Diessel No.Pol DD 9232 L kepada terdakwa selaku pemiliknya 
dikarenakan 2 (dua) unit mobil truk tersebut tidak digunakan mengangkut 
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kayu hitam jenis eboni. Dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai 
berikut : 
 Menimbang bahwa dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-
Undang RI. No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan disebutkan 
bahwa “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran 
dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara. Kemudian dalam 
penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 60 
tahun 2009 tentang perlindungan hutan menyebutkan:  
“disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat 
maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut 
hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara. Hal ini 
dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkutan 
ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan 
yang diangkut.” 
 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam 
pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa 
pengangkutan kayu rotan yang didalamnya berisi 56 (lima puluh 
enam) batang kayu hitam jenis eboni tersebut dilakukan dari 
Gudang UD. Famili milik terdakwa menuju kapal KLM Ilham Putra 
02 yang dilakukan sebanyak 3 kali pengangkutan sebagaimana 
pertimbangan tersebut diatas dengan menggunakan 2 (dua) unit 
mobil truk milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truk No. Pol DD 
9547 N DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau merah 
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dan 1 (satu) unit mobil truk No.Pol DD 9232 Nissan Diessel dengan 
kalasari warna kuning. 
Menimbang bahwa merujuk atas Pasal 78 ayat (15) Undang-
Undang RI. No. 19 tahun 2004 dan penjelasan Pasal 12 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah RI. No. 60 tahun 2009 tentang perubahan 
atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang 
perlindungan hutan tersebut diatas, maka barang bukti : 1 (satu) 
unit mobil truk No. Pol DD 9547 N DYNA warna merah dengan 
kalasari warna hijau merah dan 1 (satu) unit mobil truk No.Pol DD 
9232 Nissan Diessel dengan kalasari warna kuning milik terdakwa 
sesuai fakta tersebut diatas yang mana digunakan sebagai alat 
angkut kayu hitam dari UD. Famili milik terdakwa menuju Kapal 
KLM Ilham Putra 02 sebanyak 56 (lima puluh enam) batang kayu 
hitam yang tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil 
hutan (SKSHH) maka status terhadap 2 (dua) unit truk haruslah 
dirampas untuk negara. Begitu pula 1 (satu) kapal motor KLM Ilham 
Putra 02 warna biru yang terbuat dari kayu yang mana telah 
memuat 56 (lima puluh enam) batang kayu hitam yang tidak 
memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) 




Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka pledoi 
Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas tidak dapat Majelis 
Hakim kabulkan dan dinyatakan ditolak. 
Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 287 
(dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu eboni yang ditemukan dalam 
gudang UD. Famili terdakwa dan terhadap 56 (lima puluh enam) batang 
kayu eboni yang ditemukan didalam Kapal KLM Ilham Putra 02 
dikarenakan kayu eboni tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya 
hasil hutan (SKSHH) maka statusnya pula dirampas untuk negara. 
Kemudian terhadap barang bukti berupa : 522 (lima ratus dua puluh dua) 
ikat rotan milik terdakwa yang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya 
hasil hutan (SKSHH) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan 
untuk terdakwa.  
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. 
Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan 
pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, 
edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang 
memberatkan maupun yang meringankan dari dir terdakwa guna memberi 
pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. 
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Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan. 
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap 
Negara. 
Hal- hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. 
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut 
diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dam 
Pembelaan/Pledoi terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam 
amar putusan dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan 
dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan 
masyarakat terayomi. 
Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 
64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 
tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan. 
2. Amar Putusan Hakim 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah : 
1. Menyatakan Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU tersebut 
diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “mengangkut dan menguasai hasil 
hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH) sebagai perbuatan yang berlanjut”. 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa tersebut diatas oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak 
dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan. 
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 9547 N 
DYNA warna merah dengan kalasari warna hijau merah. 
- 1 (satu) unit mobil truk dengan nomor polisi DD 2932 L 
Nissan Diesel dengan kalasari warna kuning. 
- 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) batang kayu eboni. 
- 1 (satu) kapal motor KLM Ilham Putra 02 warna biru yang 
terbuat dari kayu. 
- 56 (lima puluh enam) batang kayu eboni. 
Dirampas untuk Negara. 
- 522 (lima ratus dua puluh dua) ikat rotan. 
Dikembalikan kepada Terdakwa H. SOMPA Bin SALIHU. 
 
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 





3. Analisis Penulis 
Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang 
oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan 
dengan profesi hakim karena kata mengadili ini dapat diartikan sebagai 
rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus 
perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 
suatu perkara. Hakim juga harus menjunjung tinggi tiga asas peradilan 
yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertimbangan hakim merupakan 
salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu 
perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) 
dengan kebenaran filosofis (keadilan). Dengan mempertimbangkan 
implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi di masyarakat, hakim 
harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana. 
Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar argumentasi hakim dalam 
memutuskan suatu perkara. Fakta di persidangan merupakan dasar atau 
bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis 
Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim 
tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu 
perkara atau terdakwa patut dihukum atas perbuatannya yang terungkap 
di persidangan. Secara sederhana, suatu putusan harus didasarkan pada 
fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan 
rasa keadilan. Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka 
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 
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seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun 
bersifat formalitas.  Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum 
acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. 
Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana 
adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan 
tujuan. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang 
tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.64 
Dari pertimbangan hakim di atas, perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 
tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang 
bersangkutan. Maka terdakwa di nyatakan terbukti secara sah menurut 
hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, telah melakukan tindak pidana “mengangkut dan menguasai 
hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) sebagai perbuatan yang berlanjut”. 
 Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa 
terbukti melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan 
tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai 
perbuatan yang berlanjut dengan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf 
                                                          




b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 
tahun 1981 tentang KUHAP. 
 Di dalam suatu persidangan, hakim mempunyai pertimbangan atau 
hal-hal yang sesui dengan fakta-fakta apabila beliau menjatuhkan suatu 
putusan. Terlepas dari itu hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur 
dalam ketentuan pidana yang di terapkan, apabila memenuhi semua 
unsur maka akan di pidana. 
Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara itu sangat penting. 
Biasanya hal-hal yang dipertimbangkan itu berasal dari pertimbangan 
yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. 
Sebelum menjatuhkan vonis pidana Majelis Hakim telah 
mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai 
penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa Majelis Hakim 
memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Ahli, 













Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan yang terdapat pada bab  
sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat 
ditarik kesimpulan antara lain: 
1. Dalam perkara kasus tindak pidana illegal logging Sebagaimana 
dalam Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU Penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa sudah tepat. Perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat 
dakwaan nomor register perkara : PDM-50/Mju/Ep.2/04/2014, 
yaitu melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau 
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama 
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). 
2. Pertimbangan hukum Hakim juga sudah tepat. Secara yuridis 
terdakwa telah secara terang-terangan dan tidak dipungkiri 
adanya fakta hukum ditemukannya sejumlah kayu eboni 
sebanyak 680 batang yang ditemukan didalam gudang UD. 
Famili milik terdakwa yang terdiri dari 393 batang kayu eboni 
yang dilengkapi dengan dokumen sedangkan sisanya sebanyak 
287 batang yang tidak dilengkapi dokumen, dan ditemukan 
sebanyak 56 batang kayu eboni terbungkus rotan diatas Kapal 
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KLM Ilham Putra 02. Dalam kasus ini hakim telah banyak 
mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan juga dalam hal 
kerugian Negara yang ditimbulkan dalam kasus ini tidak begitu 
besar melainkan rusaknya ekosistem hutan yang semakin 
memperparah laju kerusakan hutan yang disebabkan oleh kasus 
illegal logging. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran antaralain: 
1. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas 
illegal Logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di 
kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan 
dapat terjaga, bukan hanya mengawasi dari kejahuan segala 
aktivitas kehutanan. 
2. Diharapkan praktik Illegal Logging harus dipandang sebagai 
kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (extra ordinary crime), 
sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme. 
3. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat proses 
perizinan pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat 
dicegah untuk menjaga kelestarian hutan di masa yang akan 
datang. 
4. Diharapkan adanya tim penangganan illegal logging yang salah 
satunya bertugas untuk melakukan inventarisasi industri di 
111 
 
daerah penyangga kawasan hutan rawan penebangan liar. 
5. Diharapkan sebagai warga Negara yang berpengetahuan dan 
bertanggung jawab  perlunya kesadaran diri masing-masing 
individu untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan agar 
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